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PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN KAPITASI BERBASIS KINERJA
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas
jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan Pasal 24
ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional, Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan perlu mengembangkan sistem
pembayaran kapitasi berbasis kinerja pada fasilitas
kesehatan tingkat pertama;

b. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi
pelaksanaan kapitasi berbasis kinerja, perlu dilakukan
penyesuaian dan = penyempurnaan pada  sistem
pelaksanaan pembayaran kapitasi berbasis komitmen
pelayanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan  Sosial
Kesehatan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran
Kapitasi Berbasis Kinerja pada Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama;
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Mengingat

Menetapkan

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KESEHATAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBAYARAN KAPITASI BERBASIS KINERJA  PADA
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA.

Pasal 1

(1) Petunjuk pelaksanaan pembayaran kapitasi berbasis
kinerja pada fasilitas kesehatan tingkat pertama
digunakan sebagai acuan dalam penerapan pembayaran
kapitasi berbasis kinerja pada fasilitas kesehatan tingkat
pertama secara efektif dan efisien.

(2) Penerapan pembayaran kapitasi berbasis kinerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan dalam
rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama dalam penyelenggaraan

Jaminan Kesehatan Nasional.

Pasal 2
Petunjuk pelaksanaan pembayaran kapitasi berbasis kinerja
pada fasilitas kesehatan tingkat pertama digunakan bagi
badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan kesehatan,
seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bekerja
sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Kesehatan, dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan
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kabupaten/kota, asosiasi fasilitas kesehatan tingkat pertama,
tim kendali mutu dan biaya, serta pemangku kepentingan

terkait.

Pasal 3
Petunjuk pelaksanaan pembayaran kapitasi berbasis kinerja
pada fasilitas kesehatan tingkat pertama disusun dengan
sistematika sebagai berikut:
a. pendahuluan;
b. pembayaran kapitasi berbasis kinerja pada fasilitas

kesehatan tingkat pertama;

c. monitoring dan evaluasi; dan

d. penutup.

Pasal 4
Petunjuk pelaksanaan pembayaran kapitasi berbasis kinerja
pada fasilitas kesehatan tingkat pertama tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Badan ini.

Pasal 5
Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan
Bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dan
Direktur Utama BPJS Kesehatan Nomor
HK.01.08/111/980/2017 Tahun 2017 dan Nomor 2 Tahun
2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Badan ini mulai berlaku 1 (satu) bulan sejak

tanggal ditetapkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2019
DIREKTUR UTAMA
BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN,
ttd.

FACHMI IDRIS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN 1
PERATURAN BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN

SOSIAL KESEHATAN
NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBAYARAN KAPITASI BERBASIS
KINERJA PADA  FASILITAS

KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN KAPITASI BERBASIS KINERJA
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berbagai jenis pengukuran, standar dan upava untuk
meningkatkan mutu pelavanan telah tersedia dan terus berkembang.
Salah satunva adalah dengan metode pembavaran berbasis kinerja,
dimana metode ini merupakan salah satu konsep strategis vang paling
banyvak dibahas, bahkan berbagai kalangan telah mendorong agar
pembayaran berbasis kinerja atau pay for performance menjadi prioritas
utama nasional.

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan keschatan Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama pada penyelenggaraan Program Jaminan
Kesehatan Nasional salah satunya dilakukan penerapan pembayvaran
berbasis kinerja dalam bentuk kapitasi berbasis komitmen pelavanan.
Pembayaran kapitasi berbasis komitmen pelayanan pada FKTP telah
dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 2016 vaitu pada Puskesmas di
wilayah Ibukota Provinsi, pada tahun 2017 yaitu pada seluruh
Puskesmas dan FKTP non Puskesmas milik Pemerintah yvang memenuhi
syarat, dan pada tahun 2018 dilaksanakan oleh seluruh FKTP yang telah
memenuhi syarat sesuai ketentuan berdasarkan Peraturan Bersama

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dan Direktur Utama BPJS
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